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Pemkab Parimo
Klarifikasi soal
Disclaimer Opinion

PARIMO - Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Parigi Moutong
(Parimo) mengklarifikasi soal
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yang mendapat
penilain opini Tidak
Mengeluarkan Pendapat (TMP)
atau disclaimer opinion.

‘Wakil Bupati (Wabup) Parimo,
H Samsurizal Tombolotutu dalam
jumpa pers di Parigi, Senin (6/6)
‘menjelaskan, anggaran keuangan

. yang tidak dapat dipertanggung-
Jjawabkan yang kemungkinan
merugikan keuangan negara tidak
sebesar Rp151 miliar lebih, seperti
yang diberitakan media massa.

Yang  benar katanya,
kemungkinan kerugian daerah/
negara hanyalah sebesar Rp10,3
miliar lebih. Hal itu kata Wabup
berdasarkan surat Kepala BPK
Perwakilan Sulteng Nomor:173/
S/XIX.PLU/05/2011 tanggal 31
Mei 2011 Perihal Penyelesain
Kerugian Negara Sampai Dengan
Semester TTA2011.

Dalam surat BPK tersebut
antara lain disebutkan, BPK RI
telah melaksanakan pemantauan
atas penyelesaian pengenaan ganti
kerugian daerah Semester I TA
2011 pada Pemerintah Kabupaten
Parigi  Moutong.  Hasil
pemantauan atas penyelesaian
kerugian daerah pada Pemkab
Parimo posisi sejak TA 2003
sampai dengan Semester I TA
2011 atau telah berumur delapan
tahun menunjukan keadaan
sebagai berikut, kerugian daerah
sebanyak 89 kasus sebesar
Rpl12,2 miliar lebih dan
pertambahan 125 kasus sebesar
Rp2,06 miliar lebih atau
seluruhnya sebanyak 214 kasus
sebesar Rp14,3 miliar.

Telah diselesaikan sebanyak 70
kasus sebesar Rp2,8 miliar lebih
dan telah diangsur sebanyak 36
kasus sebesar Rp1,05 miliar lebih,
.. sehinggasaldo kerugian daerah

sebanyak 144 kasus sebesar

Rp10,3 miliar lebih.

+

oo
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“Jadi kemungkinan kerugian
dagrah/negara selama delapan
tahun hanya sebesar Rp10,3
miliar lebih. Bila dana itu bisa
dipertanggungjawabkan atau
dikembalikan, téntunya tidak
akan ada kerugian negara. Kami
hanya sekadar meluruskan agar
tidak menimbulkan kesalahan
presepsi di masyarakat, karena
berdasarkan pemberitaan media
massa seakan-akan ada dana
Rp151 miliar lebih yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan,”
ujar Wabup dalam jumpa pers.

Dana 10,3 miliar yang belum
dipertanggungjawabkan
tersebut lanjut Wabup terjadi di
beberapa SKPD, bukan
dilakukan oleh Bupati. Bahkan
katanya dana yang dianggap
bermasalah itu sebagian sudah
dibayarkan/dipertanggung-
Jjawabkan. Hal itu terjadi hanya
karena persoalan ketelambatan
pembayaran. Dia mencontoh-
kan dana PPN/PPh yang
harusnya dibayarkan paling
lambat 31 Desember 2010
ternyata tidak sempat dilakukan
karena pada tanggal tersebut
masih terjadi pencairan dana,
sedangkan pembayaran PPN/PPh
harus dilakukan di kantor Pajak
di Palu.

Ketika hendak dilakukan

pembayaran pada tanggal tersebut
ternyata kantor sudah tutup
sehingga pembayaran PPN/PPh
tersebut baru terealisasi pada
Januari 2011 sehingga menjadi
temuan.

‘Wabup juga menambahkan,
‘masalah dana lain yang menjadi
bagian penilain dislaimer sekitar

 Rp139 miliar, hanyalah masalah

administrasi terhadap dana
misalnya dana hibah yang
diberikan kepada masyarakat
yang tidak tercatat serta beberapa
aset Pemda yang juga belum
tercatat, sehingga hal itu bukan
menjadi kerugian negara.

Hal senada juga disampaikan
Bupati Parimo, Drs H Longki
Djanggola MSi melalui ponsel
kepada Radar Sulteng tadi malam.
Longki menjelaskan, surat BPK
tersebut seakan menjawab
pemberitaan media massa soal
danaRp151 miliar lebih yang tak
dapat dipertanggungjawabkan.

Longki menjelaskan, hasil
penilaian disclaimer BPK yang
diberitakan media massa tersebut
tidak terinci secara detail dana
mana saja yang tak dapat
dipertanggungjawabkan. Padahal
Katanya, sesuai surat BPK tersebut
dana yang kemungkinan
merugikan negara bila tidak
dipertanggungjawabkan hanya
Rpl03 miliar.

“Mana mungkin terjadi
penyalahgunaan dana sebesar
Rp151 miliar lebih pada tahun
2011. Perlu saya jelaskan APBD
Parimo 2010 sebesar Rp500
miliar lebih, untuk belanja gaji
pegawai saja sudah mencapai
Rp350 miliar lebih. Jika sisa
dananya  disalahgunakan,
tentunya tak ada kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan
selamatahun 2010,” jelas Longki.

Longki  menambahkan,
sebagian besar dana yang
dipersoalkan tersebut hanya
terkait masalah administrasi. Di
antaranya adalah aset Pemkab
baik berupa tanah, kendaraan
‘maupun aset lainnya yang belum
diyakini kebenarannya, namun
hal itu katanya tidak termasuk
kerugian negara. (aji)










